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PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tolitoli  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  lahir  di  Salumpaga, 15 Januari  1995 (umur 27 tahun),

agama  Islam,  pekerjaan  mengurus  rumah  tangga,

pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman

di  Xxxx  xxxx  xxxxxxxx,  xxxxx  xxxxx  xxxx  xxxxxxxxx,

Kecamatan  xxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,

Provinsi  xxxxxxxx  xxxxxx,  dalam  hal  ini  memberikan

kuasanya  kepada  bastian,  SH.,  advokat  pada  Kantor

“Lembaga Bantuan Hukum Progresif” yang beralamat di

Jalan  Yoto  Nomor  5,  Kelurahan  Baru,  Kecamatan

xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan menggunakan alamat

elektronik:  tyanbastyan2017@gmail.com berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah

didaftar  pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli

dengan  register  Nomor  03/P/SK/HK.03.4/I/2022  pada

hari Jumat, 14 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Buol, 21 Mei 1992 (umur 29 tahun), agama Islam,

pekerjaan  belum/tidak  bekerja,  pendidikan  Sekolah

Menengah  Atas,  tempat  kediaman  di  Xxxx  xxxx

xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan

xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx,

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tanggal  13 Januari 2022

telah  mengajukan  gugatan  cerai,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Tolitoli,  dengan  Nomor  44/Pdt.G/2022/PA.Tli,  tanggal  14

Januari 2022,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan pernikahan dengan  Tergugat

pada  tanggal  14  April  2019  di  hadapan  PPN  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tollitoli sebagaimana tercatat dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor 105/04/IX/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 9

September 2019;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah

orang tua Penggugat di Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

Kecamatan  xxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  dan  terakhir  tinggal

bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul  sebagaimana

layaknya  suami  istri  dan  belum  dikaruniai  anak  yang  masing-masing

bernama:

a. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, umur 9 tahun;

b. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, umur 6 tahun;

dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi

sejak Desember 2019 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

tersebut adalah:

a. bahwa  Tergugat  telah  mempunyai  wanita  idaman  lain  yang

bernama Mutmainnah, orang Silondou;

b. bahwa  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  lahir  dan  batin  kepada

Penggugat selama berpisah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

terjadi pada Januari Agustus 2020, dan akibat perselisihan dan pertengkaran

tersebut  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah tempat tinggal  selama 1
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(satu)  tahun  sampai  sekarang  dan  yang  meninggalkan  kediaman  adalah

Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat  dan Tergugat  telah berusaha untuk

merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut

tidak berhasil;

8. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat  berkesimpulan  untuk

mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut, Penggugat  memohon kepada

Pengadilan Agama Tolitoli, agar menjatuhkan putusan  yang amarnya  sebagai

berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu  Bain Shugra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

bersama kuasanya  datang menghadap di  persidangan,  sedangkan Tergugat

tidak  pernah datang menghadap dan tidak  pula  menyuruh orang lain  untuk

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan; 
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Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Kartu  Tanda  Penduduk Penggugat  atas  nama  Risnawati

Nomor  7204095501950003 yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  xxxxxxxxx  xxxxxxxx tanggal  31

Agustus 2018, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai (P.1);

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Tolitoli,  Kabupaten  Tolitoli,  Provinsi  Sulawesi  Tengah,

Nomor 105/04/IX/2019 tanggal 9 September 2019 bermeterai cukup,

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan

terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di  xxx xxxxx xxxxxxxx  I  xxxx

xxxxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxxx  xxxxx,  Kabupaten Tolitoli  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 bahwa saksi adalah ayah Penggugat;

 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2019;

 bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah

orang  tua  Penggugat  di  Xxxx  xxxx  xxxxxxxx,  xxxxx  xxxxx  xxxx

xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx;

 bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

anak;

 bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun,

kemudian  muncul  perselisihan  dan  pertengkaran  sejak  Desember

2019;
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 bahwa  penyebabnya  karena  Tergugat  tidak  mau  mendengar

nasehat dari Penggugat;

 bahwa Penggugat sering mengeluhkan kepada saksi terkait  hal

tersebut; 

 bahwa  saksi  sering  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  cekcok

selama masih tinggal bersama;

 bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat

dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  kurang  lebih  1  (satu)  tahun

lamanya sampai sekarang yakni sejak Agustus 2020, Tergugat yang

turun dari rumah kediaman bersama;

 bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah

lahir batin kepada Penggugat;

 bahwa  keluarga  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat  untuk

tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;  

2. SAKSI  2,  umur  56  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxx,

pendidikan  terakhir  Sekolah  Dasar,  bertempat  tinggal  di  Dusun  V

Harapan Jaya  xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten

Tolitoli di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

 bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;

 bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir  di xxxx

xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx;

 bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun;

 bahwa  kemudian  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  sejak

Desember  2019  karena  Tergugat  tidak  mau  mendengar  nasehat

Penggugat;

 bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcokan namun

Penggugat sering mengeluh kepada saksi;
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 bahwa saat  ini  Penggugat  dan Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal  selama  1  (satu)  tahun  lamanya,  Tergugat  yang  keluar  dari

rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

 bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

 bahwa  selama  berpisah  Tergugat  juga  sudah  tidak  pernah

memberikan nafkah  lahir  batin  kepada Penggugat  dan sudah tidak

peduli dengan Penggugat;

 bahwa  keluarga  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat  untuk

tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;  

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya  Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat

tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon

putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal

32  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  maka  kuasa

tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk

tetap  mempertahankan  rumah  tangganya  sebagaimana  ketentuan  Pasal  82

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,  tetapi  Penggugat  tetap menginginkan

adanya perceraian;  

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi
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sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai  adalah  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sering  berselisih  sejak

Desember 2019 yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari

Penggugat.  Antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat  tinggal

sejak Agustus 2020 yakni  selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan

selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  menjalin  komunikasi

layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa  P.1  dan  P.2 yang diajukan

oleh Penggugat  telah  bermeterai  cukup dan cocok dengan aslinya,  isi  bukti

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  sehingga  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,  sesuai  Pasal  285 RBg.

juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh

Tergugat karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami,

maka  perkara  ini  merupakan  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  untuk

memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang
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telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  sengketa  di  bidang

perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum

Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf

a  dan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif

Pengadilan  Agama  Tolitoli,  oleh  karenanya  berwenang  untuk  memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P.2 berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 September

2019;

Menimbang,  bahwa  oleh  sebab  Penggugat  dan  Tergugat  terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga

para pihak memiliki  kepentingan hukum terhadap perceraian  ini,  maka para

pihak memiliki  legal standing dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan

pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  SAKSI  1  dan SAKSI  2,  keduanya  telah  memberikan  keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi  tersebut,  maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana

ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti surat

dan  keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta

kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
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 bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama

terakhir di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx;

 bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

 bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi

sejak Desember 2019;

 bahwa  penyebabnya  adalah  Tergugat  tidak  mau  mendengar  nasehat

Penggugat;

 bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  Penggugat  dan

Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama  kurang  lebih  satu  tahun

lamanya;

 bahwa  selama  berpisah  Tergugat  sudah  tidak  pernah  lagi  memberi

nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa salah  satu  alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum

untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri  telah berpisah

tempat  tinggal  yang sebelumnya  didahului  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran terus-menerus  yang  disebabkan  Tergugat  tidak  mendengar

nasehat  dari  Penggugat.  Antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah

tempat tinggal  selama satu tahun lamanya sejak Agustus 2020,  dan selama

berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami

istri, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat

maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

pecah  (marriage  breakdown)  sedemikian  rupa  sehingga  sudah  tidak  ada

harapan  untuk  dapat  rukun  kembali  dalam  rumah  tangga  sebagaimana

ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga  hal  tersebut  dapat  menghalangi  keberlangsungan

hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir  batin  yang

sangat  kuat  (mitsaqan  ghalidzan)  antara  suami  dan  isteri,  yang  diantara

keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu

sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan

keluarga  sakinah  mawaddah  wa  rahmah sebagai  perwujudan  tujuan

perkawinan dan ibadah kepada Allah swt.  (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  telah  menunjukkan

kronologis  suatu  peristiwa  hukum yang  dimulai  dengan  adanya  perkawinan

yang  sah  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagai  pasangan  suami  istri  yang

sempat  hidup  rukun  dan  harmonis,  kemudian  hubungan  Penggugat  dan

Tergugat  berubah  menjadi  tidak  rukun  lagi  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut telah menerangkan kondisi

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik antara suami istri

yang  mengakibatkan  kesucian  dan  keutuhan  rumah  tangga  yang  harmonis

tidak terjaga;

Menimbang,  bahwa karena perkawinan yang telah  rapuh tidak  akan

membawa  maslahat,  bahkan  akan  menimbulkan  mudarat  yang  lebih besar,

karena  sejatinya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  dimungkinkan

untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan

Penggugat  tidak  mau  kembali  lagi  hidup  bersama  dengan  Tergugat  yang

apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan

tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar

mempertahankan  rumah  tangganya  bersama  Tergugat  dan  sudah  tidak

mungkin untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt) sehingga perceraian

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan

membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang

pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka

jalan  terbaik  adalah  memutuskan  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدمّ المفاسد درء

Artinya:  Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan.    

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dan  pertimbangan-

pertimbangan  tersebut  di  atas  maka  Majelis  berpendapat  bahwa  gugatan

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan

Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya

harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  119  ayat  (2c)

disebutkan  bahwa  talak  ba’in  shughra  adalah  talak  yang  dijatuhkan  oleh

Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  kepada

Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp305.000,00 (tiga ratus lima lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tolitoli  pada hari  Senin  tanggal  31  Januari  2022 Masehi  bertepatan

dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh N Nanda Trisna Putra, S.H.I.,

M.H.I  sebagai  Ketua Majelis,  Ihsan,  S.H.I.,   dan Syafi’il  Anam, S.H.I.,  M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Sri  Susilowati,  S.H. sebagai

Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ihsan, S.H.I

Syafi’il Anam, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

Panitera,

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 60.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 160.000,00

-  Meterai : Rp              10  .000,00  

J u m l a h : Rp         305.000,00 

(tiga ratus lima lima ribu rupiah);
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